
LEMBARAN DAEMH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 73 TAHUN 2OO9

PERATURAN DAEMH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 09 TAHUN 2OO9

TENTANG

PENGELOLMN ZAKAT

DENGAN RAH/MT TUHAN YANG /\/|AHA ESA
BUPATI KONAWE,

Menimbang : a.

c.

Mengingat : 1.

b.

bahwa zakat yang merupakan kewajiban bagi
umat istam merupakan potensi ekonomi yang
perlu diketota dengan baik untuk mengentaskan
kemiskinan;
bahwa untuk pengelolaan zakat tersebut
memertukan pengaturan yang jetas;
bahwa berdasarkan huruf a dan b diatas, maka
pertu ditetapkan datam peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun lg5g tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat ll di
Sutawesi (Lembaran Negara Repubtik lndonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1BZ2);
Undang-Undang Nomor 2g Tahun lggg tentang
Penyetenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
KKN (Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun

2.
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1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3581);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang
Pengetotaan Zakat (Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor
438e);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 2004
Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4437\
sebagaimana tetah diubah beberapa kati dan yang
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 7004 tentang

.o Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 59);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
(Lembaran Negara Repubtik lndonesia Tahun 1999
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Nomor 44381;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang. Koordinasi Kegiatap lnstansi Vertikat di
Daerah (Lernbaran Negara Repubtik lndonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Nomor 33731;

B. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2004
tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari
menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara
Repubtik lndonesia Tahun 2004 Nomor 103);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 7007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Repubtik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia
Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Repubtik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik lndonesia
Nomor 4741\;

ll.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12

Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2007 Nomor 46\;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN MKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE
dan

BUPATI KONAWE

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAEMH KABUPATEN KONAWE
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT DALAM
KABUPATEN KONAWE
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BAB I

KETENTUAN UMUiT

Pasat 1

Datam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adatah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adatah Kepata Daerah beserta perangkat

Daerah Otonom yang tain sebagai Badan Eksekutif Daerah

3. Kepata Daerah adatah Bupati Konawe.
4. Pegawai Negeri Sipit adatah Pegawai Negeri Sipil. Kabupaten

Konawe yang beragama istam.
5. Pengusaha Mustim adalah Pengusaha Mustim Kabupaten Konawe.

6. Pengelotaan zakat adatah kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumputan dan

pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
7. Zakat adatah harta yang wajib disisihkan oteh seorang mustim atau

badan yang dimitiki oteh orang mustim sesuai dangan ketentuan
agama istam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

8. Miizakki adalah orang atau badan yang dimitiki oteh orang mustim
yang berkewajiban menunaikan Zakat.

9. Agama adalah agama istam.
10.Amit Zakat adatah pengetota Zakat yang diorganisasikan oleh suatu

badan atau [embaga.
11. Besaran Zakat adal.ah besarnya perhitungan atau persentase

penghasitan yang harus diketuarkan.
12.Unit pengumpul Zakat atau UPZ adatah unit kerja atau orang

pribadi yang ditunjuk sebagai pengumpul zakat-
l3.Mustahig adatah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
14.7akat Fitrah adatah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap

individu tetaki dan perempuan mustim yang berkemampuan
dikeluarkan pada butan Ramadhan pating tambat sebetum orang-

orang setesai menunaikan shatat ied.
15. Zakat Harta adalah zakat yang wajib diketuarkan/dibayarkan

terhadap harta/keuntungan yang diperoteh seorang mustim

Prirrt @ Bag. Hukun @ulhor "nth' 4



atauBadan usaha/Perusahaan dengan kebesaran tertentu setetah
memenuhi haut dan nishab.

16.infaq adatah mengetuarkan harta yang mencakup zakat sesuai
dengan syarat dan batasan-batasannya dan non zakat sesuai
dengan keretaan atau keikhtasan orang yang berinfaq.

17. sadaqah adatah infak, zakat dan kebaikan non materi yang
diketuarkan atau diberikan kepada orang lain sesuai syarat dan
batasannya masing-masing.

18.tazis adatah tembaga yangdibentuk untuk metaksanakan fungsi
mengetola zakat secara professionat, jujur, ikhtas dan transfaran.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasat 2

Tujuan Pengotataan zakat adatah meningkatnya kesadaran masyarakat
dalam penunaian dan petayanan ibadah zakat, meningkatnya fungsi
dan peranan Pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosiat serta meningkatya hasit
guna dan daya guna zakat.

Pasal 3

Sasaran pengetotaan zakat adatah terciptanya sumber dana yang
dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama
mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghitangkan
kesenjangan sosiat.
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BAB III

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT

Pasal 4

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Amit Zakat dibentuk pada
tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Keturahan dengan
melibatkan unsur cendekiawan, tokoh agama, tenaga profesional dan
wakit pemerintah.

Pasal 5

(1) Badan Amit Zakat Daerah Kabupaten di lbukota Kabupaten terdiri
atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;

(2) Badan Petaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
seorang Ketua beberapa orang Wakit Ketua, seorang Sekretaris,
beberapa orang Wakit Sekretaris seorang Bendahara, seksi
pengumputan, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.

(3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas seorang Ketua, seorang Wakit Ketua, seorang Sekretaris,
seorang Wakit Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (tima) orang
anggota;

(4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
seorang Ketua, seorang Wakit Ketua, seorang Sekretaris, seorang
Wakit Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (tima) orang anggota;

Pasal 6

Badan Amit Zakat Kecamatan berkedudukan di lbukota Kecamatan
terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan

Pelaksana;
Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
seorang Ketua, seorang Wakit Ketua, seorang Sekretaris, seorang
Wakit Sekretaris, seorang Bendahara, urusan pengumputan,

(1)

(2)
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan
penyutuhan;
Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas seorang Ketua, seorang Wakit Ketua, seorang Sekretaris,
seorang Wakit Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (tima) orang
anggota;
Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
seorang Ketua, seorang Wakit Ketua, seorang Sekretaris, seorang
Wakit Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (tima) orang anggota;

Pasal 7

Badan Amit Zakat Desa/Kelurahan berkedudukan di lbukota
Desa/Keturahan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi
Pengawas dan Badan Petaksana;
Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, urusan
pengumputan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan
urusan penyutuhan;
Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas seorang Ketua, seorang Wakit Ketua, seorang Sekretaris,
seorang Wakit Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang
anggota;
Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
seorang Ketua, seorang Wakit Ketua, seorang Sekretaris, seorang
Wakit Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang anggota;

Pasal 8

Pejabat urusan agama lslam Departemen Agama di semua
tingkatan karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Amit Zakat;
Untuk meningkatkan petayanan, Badan Amit Zakat di setiap
tingkatan dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat, lnfaq dan
Sedekah.

(1)

(2)
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(3) Untuk menunjang ketancaran operasional kegiatan dan imbatan
pengurus Badan Amit Zakat disetiap tingkatan, biaya dibebankan
dari hasit pengumputan zakat sebesar 10 (seputuh) persen dengan
rincian diatur tebih tanjut dengan Suarat Keputusan Bupati.

BAB IV

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

(1) Badan Petaksana Amil Zakat Daerah Kabupaten bertugas :

a. Menyetenggaran tugas administratif dan teknis pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;

b. Mengumpukan dan mengotah data yang dipertukan untuk
penyusunan rencana pengetotaan zakat;

c. Menyetenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan,
pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

d. Melaksanakan pengumputan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program
petaksanaan pengumputan, pendistribusian, pendayagunaan
zakat, serta penetitian dan pengembangan pengetolaan zakat.

(2) Dewan pertimbangan Badan Amit Zakat Daerah Kabupaten
bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan petaksana baik
diminta maupun tidak datam petaksanaan tugas organisasi;

(3) Komisi pengawas Badan Amit Zakat Daerah Kabupaten bertugas
metaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
administratif dan teknis pengumputan, pendistribusian,
pendayagunaan zakat, serta penetitian dan pengembangan
pengetolaan zakat.
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Pasat 10

(1) Badan Pelaksana Amit Zakat Kecamatan bertugas :

a. Menyetenggaran tugas administratif dan teknis pengumpulan,
pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;

b. Mengumpukan dan mengol.ah data yang dipertukan untuk
penyusunan rencana pengetotaan zakat;

c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengetolaan,
pengumputan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

d. Metaksanakan pengumputan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat, "menyusun rencana dan program
petaksanaan pengumpuIan, pendistribusian, pendayagunaan
zakat, serta penetitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

(2) Dewan pertimbangan Badan Amit Zakat Kecamatan bertugas
memberikan pertimbangan kepada badan petaksana baik diminta
maupun tidak datam pelaksanaan tugas organisasi;

(3) Komisi pengawas Badan Amit Zakat Kecamatan bertugas
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
administratif dan teknis pengumputan, pendistribusian,
pendayagunaan zakat, serta penetitian dan pengembangan
pengetotaan zakat.

Pasal 11

(1) Badan Petaksana Amit Zakat Desa/Keturahan bertugas :

a. Menyetenggarakan tugas teknis pengumpulan, pendistribusian
dan pendayagunaan Zakat;

b. Mengumputkan data yang dipertukan untuk penyusunan rencana
pengetotaan zakat;

c. Metaksanakan pengumputan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat.

(2) Dewan pertimbangan Badan Amit Zakat Desa/Keturahan bertugas
memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta
maupun tidak datam petaksanaan tugas organisasi;

(3) Komisi pengawas Badan Amit Zakat Desa/Keturahan bertugas
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
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adrninistratif dan teknis pengumputan,
pendayagunaan zakat, serta penelitian dan
pengetolaan zakat.

Pasa[ 17

(1 ) Masa tugas kepengurusan Badan
tahun;

(2) Ketua Badan Amit Zakat disetiap
maksimat 2 (dua) periode.

pendistribusian,
pengembangan

Amit Zakat setama 4 (emPat)

tingkatan hanya dapat dijabat

Pasa[ 13

Ketua Badan Amit Zakat di semua tingkatan bertindak dan
bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amit Zakat baik
kedatam maupun ketuar.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas masing-masing Badan Ami[ Zakat di semua
tingkatan menerapkan prinsip koord'inasi, integrasi, sinkronisasi di
[ingkungan masing-masing serta metakukan konsuttasi dan
memberikan informasi antar Badan Amit Zakat disemua tingkatan.

BAB V

PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 1 5

Pengukuhan Badan Amit Zakat Kabupaten ditakukan oteh Bupati
atas usul Kepata Kantor Departemen Agama Kabupaten;
Pengukuhan Badan Amit Zakat Kecamatan ditakukan oteh Camat
atas usul Kepata Kantor Urusan Agama Kecamatan;

. (1)

" (2)
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(3) Pengukuhan Badan Amit Zakat Desa/Keturahan ditakukan oteh
Desa atau Lurah atas usul Kepata Kantor Urusan Agama
Kecamatan;

(4) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3)
dilakukan atas permohonan Lembaga Amit Zakat dan memenuhi
syarat sebagai berikut :

a. Berbadan hukum;
b. Memitiki data muzakki dan Mustahig;
c. Memitiki program kerja;
d. Memitiki pembukuan;
e. Metampirkan surat pernyataan bersedia di audit.

Pasat 16

(1) Pengukuhan ditaksanakan setetah tertebih dahutu ditakukan
penetitian persyaratan ;

(2) Penetitian persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditakukan
oleh Badan/Lembaga atau Unit Kerja dengan Keputusan Bupati;

(3) Pengukuhan dapat dibatatkan apabita tidak tagi memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (4).

BAB VI

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasa[ 17

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oteh Badan Amit Zakat
sebagai berikut :

a. Badan Amit Zakat Daerah Kabupaten mengumputkan Zakat dari
muzakki pada lnstansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta,
Perusahaan-Perusahaan dan Dinas Daerah Kabupaten;

b. Badan Amil Zakat Kecamatan mengumpulkan Zakat dari muzakki
pada lnstansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta, Perusahaan-
Perusahaan kecit dan Pedagang serta pengusaha di pasar yang ada
diwitayah Kecamatan;
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c. Badan Amit Zakat Desa/Keturahan mengumputkan Zakat dari
muzakki pada kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan
perniagaan yang ada di Desa/Keturahan.

BAB VII

JENIS, BESARAN DAN NISHAB ZAKAT

Pasat 18

Jenis Zakat yang dapat ditarik/diambit/dikumputkan Badan Amil
Zakat adatah sebagai berikut :

a. Zakat Uang
b. Zakat hasil pertanian/perkebunan;
c. Zakat hewan ternak;
d. Zakat emas dan perak;
e. Zakat hasi[ perniagaan dan perusahaan;
f . Zakat fithrah;
g. Zakat profesi;
h. Zakat Hasil Pertambangan;
i. Zakat Hasit Perikanan

Pasal 19

Zakat hasit pertanian/perkebunan diketuarkan pada saat panen
masing-masing sebesar 10% (seputuh) persen untuk areal yang tidak
mendapat irigasi/fasilitas pemerintah dan 5% (tima) persen untuk
areaI yang mendapat irigasi/fasititas pemerintah apabita hasit
tanamannya mencapai 750 (tujuh ratus tima putuh) kito gram.

Pasat 20

Zakat hewan ternak seperti
ditetapkan sebagai berikut :

a. Zakat ternak sapi dan atau
masing 1 (satu) ekor umur
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apabita ternak tersebut tetah mencapai 30 (tiga putuh) ekor dan 1

(satu) ekor umur 2 (dua) tahun (jantan atau betina) apabita ternak
tersebut tetah mencapai 40 (empat putuh) ekor;

b. Zakat ternak kambing diketuarkan sebanyak masing-masing 1

(satu) ekor apabila ternak tersebut tetah mencapai 40 (empat
putuh) ekor sampai 120 (seratus dua putuh) ekor,2 (dua) ekor
apabita ternak tersebut mencapai 121 (seratus dua putuh satu)
ekor sampai 200 (dua ratus) ekor, 3 (tiga) ekor apabita ternak
tersebut mencapai 201 (dua ratus satu) ekor sampai 300 (tiga
ratus) ekor, dan apabita tebih dari 300 (tiga ratus) ekor maka tiap
100 (seratus) ekor dikenakan 1 (satu) ekor kambing;

Pasal 21

Zakat emas dan perak diketuarkan sebesar 2,5 (dua koma Lima) persen
apabita seorang mustim memitiki perhiasan tersebut selama 1 (satu)
tahun yakni seberat 85 (detapan putuh tima) gram untuk emas dan 672
(enam ratus tujuh dua) gram untuk perak.

Pasal 22

Zakat perniagaan dan perusahaan diketuakan sebesar 2,5 (dua koma
tima) persen diperoteh dari perdagangan maupun perusahaan yang
tetah berjalan setama 1 (satu) tahun yang dapat dibayarkan
berupa uang atau barang dengan syarat setetah mencapai nishab yakni
setara 85 (detapan putuh tima) gram emas dengan formula :

Zakat = (Modal/Aset + keuntungan + piutang) - (utang +

kerugian) x 2,5 o,6

Pasal 23

Zakat fitrhah diketuarkan setiap bulan ramadhan yang besarannya
disesuaikan dengan perhitungan kebutuhan pokok sehari-hari dan
ditetapkan oteh Pemerintah Kabupaten Konawe setetah memperoteh
pertimbangan dari Badan Amit Zakat Daerah.
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PasaI 24

(1) Zakat profesi dikeluarkan atau disisihkan dari pendapatan seorang
mustim yang bekerja dan berprofesi setetah dikeiuarkan palal
sebesar 2,5 (dua koma tima) persen dari penghasitannya setiap
tahun;

(2) Zakat profesi seperti yang dimaksud
dari :

a. Pejabat Negara
b. Pegawai Negeri Sipit;
c. Dokter praktek;
d. Konsuttan;
e. Notaris.

ayat (1) dapat dikumputkan

BAB VIII

PENGELOLAAN ZAKAT

Pasat 25

(1) Pengetotaan zakat ditingkat Kabupaten ditakukan oteh Badan Amit
Zakat Kabupaten;

(2) Pengetotaan zakat ditingkat Kecamatan dilakukan oteh Badan
Ami( Zakat Kecamatan;

(3) Pengetotaan zakat ditingkat Desa/Keturahan ditakukan oleh Badan
Ami[ Zakat Desa/Keturahan;

Pasal 26

Pengumputan zakat ditakukan oteh Badan Amit Zakat disetiap
tingkatan dengan cara menerima dan atau mengambit zakat dari
masyarakat mustim yang tetah memenuhi syarat-syarat zakatnya.
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a. Hasit pendataan dan penetitian kebenaran m1

asnaf yaitu fakir, miskin, amit, muataf, rigaf, gl

dan ibnu sabit.
b. Mendahulukan orang-orang yang pating

memenuhi kebutuhan dasar secara ekonor]
memertukan bantuan. l

c. Mendahulukan mustahig datam witayahnya masil
(2) Pendayagunaan hasit pengumpulan zakat untuk i

ditakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut
a. Apabita pendayagunaan zakat sebagaimana Iayat (1) sudah terpenuhi dan ternyata I

kelebihan.
b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpetuang m
c. Mendapat persetujuan tertutis dari Dewan Pertil

Pasal 31

(1) Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan
produktif ditetapkan sebagai berikut :

a. Melakukan studi ketayakan
b. Menatapkan jenis usaha produktif
c. Melakukan Bimbingan dan penyutuhan
d. Melakukan pemantauan, pengendatian dan
e. Mengadakan evatuasi
t. Membuat Laporan

(7) Laporan sebagaimana dimaksud ayat
setiap bulan.

(1) huruf

Pasat 32

Badan Amit Zakat dan Lembaga Amit Zakat membuat t]

triwutan dan tahunan serta menyampaikan petaksl
kepada Pemerintah sesuai tingkatannya.

Pasal 77

(1) Badan Amit Zakat sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1)
dapat metakukan kerjasama dengan Bank atas persetujuan
Bupati;

(7) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) adatah memberikan
kewenangan kepada Bank berdasarkan persetujuan nasabah
setaku muzakki untuk memungut zakat harta simpanan yang
kemudian diserahkan kepada Badan Amit Zakat.

Pasat 28

(1) Tugas Amit Zakat mengumputkan, mendistribusikan, dan
mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan agama

(2) untuk pendayagunaan tugas Badan Amir, Zakat dapat melakukan
penyutuhan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur dengan
peraturan Bupati

Pasal 29

(1) Hasit pengumputan zakat didayagunakan berdasarkan skata
prioritas dan diutamakan untuk usaha produktif agar dapat
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(2) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan sebagaimana dimaksud
ayat (1 ) diatur dengan peraturan Bupati.

BAB IX

PERSYAMTAN, PROSEDUR PENDAYAGUNAAN HASIL
PENGUMPULAN ZAKAT DAN PELAPORAN

za(

Den
I

Pasat 30

(1) Pendavagunaan hasiI pengumputan zakat
berdasarkan persyaratan sebagai berikut
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BAB X
PEDISTRIBUSIAN HASI L ZAKAT

Pasa[ 33

(1) Pendistribusian hasit pengumpulan zakat diketota oteh Badan Amil
Zakat;

(2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, untuk Desa
dan Keturahan 20 (dua putuh) persen, untuk Kecamatan 30 (tiga
putuh) persen dan untuk Kabupaten 50 (tima putuh) persen.

(3) Pendistribusian hasil pengumputan zakat sebagaimana dimaksud
ayat (1) dan ayat (2) diatas tidak termasuk zakat fitrah.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasat 34

(1) Setiap pengelota Zakat yang karena ketataiannya tidak mencatat
atau mencatat tidak benar diancam dengan hukuman kurungan
pating tama 3 (tiga) butan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
5.000.000,- (tima juta rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas merupakan
petanggaran;

(3) Setiap petugas Badan Amit Zakat yang metakukan tindak pidana
kejahatan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan
yang bertaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 35

(1) Hat-hat yang betum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai petaksanaannnya akan diatur tebih tanjut
dengan peraturan Bupati.
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(2) Dengan bertakunya
yang bertentangan
bertaku

Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan
dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak

Pasat 36

Peraturan Daerah ini mulai bertaku setetah dilakukan sosiatisasi
setama satu tahun.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H. LUIO{AN ABUNAWAS.

Diundangkan di Unaaha.
Pada tanggal 10 Agustus 2009

SEKRETARIS DAEMH,

T.T.D

MUSTARI
LEMBARAN DAEMH KABUPATEN KONAWE TAHUI.I 2OO9 NOMOR : 73

UNTUK SALINAN
DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

KABAG. HUKUM FFTDA KAB. KONAWE,
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